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Mengingat

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH

bahwa dalarn rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan
pengadaan barang/jasa di Kabupaten Halmahera Tengah, periu
dibentuk lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat
Struktural dan berdiri sendiri;

bahwa berdasarkan ketentuon Pasal 14 Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa
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Pengadaan (ULP) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan
dibidang pengadaan barang/jasa dapat dibentuk dengan eselon
I, sesuai kebutuhan daerch dalom mengelola pengadaan
barang/ jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan
Pengadaan Barang/lasa.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentikan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Halmohera Tengah (Lembaran
Negara Rl Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Rl
Nomor 3830);

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang ~ Undong Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Rl Normor 3890);



1.

12,

13.

14.

‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersihdan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesic Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); -

Undang-Undang Nomor4é Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi. Maluku; Utc:ra, -Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

E Tenggora ‘Barat: (Lembaran Negara Republlh Indonesia Tahun' *

1999 Nomor 174, Tambahan Lemnbaran Negara Republlh Indonesia
Nomor 3895);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentong Pembentuhan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmaohera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4262) ;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
Undong - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

_Pengelolaan ‘dan tanggungjqwab Keuungcm Negara;

Undang - Undang Nomor: 33 Tchun 2004 tentang Penmbcngcm
Keucngan Antara Pemerintoh Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Rl Tahun

2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5233);
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Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengarcan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Heuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



15,

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentané Pembﬁgicn
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintuiﬂl, Pemerintahan Daerch
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RE:;Nomor: 4737), o f T --‘3::.“ E

Peraturuh beménni‘.uh Nomor 41 Tahun 2007 tentung Orgunlscm |

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
ARkuntansi Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan
Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telahbeberapa kali
diuhah, terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012
tentang Perubchan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54
Tghun 2010 tentcmgPengadaun Barangljasa ) Pemermtuh
(Lt_ambarcm NegaraRepubhla Indonesua Tohun 2012, Nomor 155,
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““Tambahan LambBaran Negara Republih Indonesla Nomor 5334);

19.

20.

2,

Keputusan Presiden Republik Indonesic Nomor 159 Tahun 2000
tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barangdan
Jasa Pemeritah Nomor 5 Tahun 2012 tentang UnitLayanan
Pengadaon (Berita Negara Republik Indonesiac Tahun 2012
Nomor 501);

Peraturan Daerah Kobupaten Halmaoherc Tengah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Haimahera Tengah ( Lembaran Daerch Kabupaten Halmahera
Tengah Tahun 2008 Nomor 21 );

Peraturan Daeragh Kabupaten Halmahera Tengoh Nomeor 6
Tahun 2012 tentang Perubohan Atas Peraturan Daerah
Kabhupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerjo Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Halmahera Tengah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukon
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
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ii.. .~ Daerah ‘Kabupaten -Halmahera Tengah Lembaran Daerch
i.; ‘Kabupaten Halmahera Tengah Tah-un 2012 nomor 07);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8

Tahun 2013 tentang  Perubohan Atas Peraturan Daerah

i ; -Kabupaten Halmahera Tengah Nomior 5 Tahun 2012 Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kérja Dinas - Dinas Daerch

Kabupaten Halmahera Tengah;
25, Peraturan Daerah Kobupaten Halmohera Tengah Nomor 8
Tahun 2012 tentang Perubchan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Halmcohera Tengah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja dan “Perlindungcm Masyarakat Kabupaten Halmahera
Tengah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9
Tahun 2013 tentang Perubchan atas Peraturan _ Daerah
ey = ;‘“-_ - T -KﬁbUpaten.HulmaHerh: Tepgah%[__\lo'r‘r]br 11 - Tahun “2010' tentang
S EERSL o = Pgmbentukan Organisasi ‘don Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENCGAH

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TENTANG TENTANGPEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTORLAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denaan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ;



2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah ;-

'3, Pemerintah _Daerah ,adalah Bupati. beserta peranghat daerah sebagar unsur
penyelenggara pemermtahan daerah Kabuputen Halmahera Tengah ;

4. Dewan Perwokilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

" fembaga perwakilan rakyat daerch sebagl unsur penyelenggaru pemerintchan

-+ daerah Kabupaten:Halmahera Tengoh;;, yo- Ve - i

- Sekretaris Déerah ddalah. Sekretaris Daerah Kclbupaten Halmaheru Tengah

6. Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaon Barangl/jasaKabupaten Halmahera
Tengah;

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barangljusa
Kabupaten Halmahera Tengah;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok PegawaiNegeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang don hak secarapenuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakankegiatan yang sesuai dengan profesinga dalam rangkakelancaran
tugas pemerintah daerakh;

9, Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebutdengan pengadaan
barang/jasa adalah kegiatan untukmemperoleh barangfiasa oleh Satuan Kerja
PerangkatDaerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang!/ jaso;

atau dimanfddtkan cleh penggiuna barang; -

1. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjoan yangberhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunanatau pembuatan wujud fisik lainnya;

12. Jasa honsultansi adalah jasa layanan profesional yangmembutuhkan keahiian

tertentu diberbagai  bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikirfbrainuiare}:
13. Jasa Lainnya adalah josa yong membutuhkankemampuan tertentu yang
menagutrmaokan  bateramnilan febillirera1 dolom oty sistern tota belola vona
- telahdikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suctupekerjaan atau segala
pekerjocan dan/atau penyedicanjasa  selain  Jasa  Konsultansi, Pelaksanaan
PekerjaanKonstruksi dan Pengadaan Barang;
14. Kelompok Kerja adaloh panitia pengadaan barangfiosayang melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerch ini dibentuk Kantor LayananPengadaan Barangflasa

Kabupaten Halmahera Tengah.

. Barang adalah’ setiap. benda baik berwujud maupun. tidakberwujud, bergerak ..
;maupun tidak” bemgerah ycmg dapcrt dsperduganghan, ‘dipakdi, dlﬁergunchan .



- ceoe BABIi
REDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kedudukan

- ; Pasal 3

Kantor adaluh unsur penduhung penyelenggaraanpemermtahan daerah yang

dipimpin oleh seorang KepalaKantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupcati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(D Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalammelaksanakan
penyusunan dun peluhsanaan hebuahanduerah di bldang pelayanan dan

'jpembmaan pengadaanbarangl josa.,

Frady i s B ’ ' ; : P T

(2) Dalam: menyelenggamhan ugas sebugalmuna dlmuhsudpudu uyat (1), Kantor

mempunyai Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan danpernbinaan pengadaan
barang/ jasa;

b. pengkoordinasian penyusunan rencana umumpengadaan barang/josa;

¢. pemberian dukungan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah di bidang
pelayanan denpembinaan pengadaan barang/ jasa;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidangpelayanan dan pembinaan
pengadaan barang/jasa;dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan

funasinya.

BABIV
UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur organisasi Kantor, terdiri dari:



a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
b. Pembantu ‘F‘?i'mpincn adalah Sub Bagian Tata Usaha; déin
Pelaksana adalah Seksi, dan Kelompok JabatanFungsional,

Bc:glan Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

() Susunan organisasi Kantor, terdiri atas :
a. Kepala Kantory
b. SubABagicm Tata Usahg;
c. Seksi Pengadaan Baran;
d. Seksi Pengadaan Perkerjaan Konstruksi;
. e, Seksl Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;
(2) Sub Bagian dlpimpm oleh seorang Kepala Sub Baglcln dan

= ,-Sehsi dip;mpm olen seorang Kepaia Sehsl

(3) Bagan struhtur orgamscm Kcmtor sebugcumana tercqntumdalcm Lampiran yqng

merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan daerah ini.

BABV
TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagicn Kesatu

L . l Tl
AL ST AT LT
Pasal 7

Kepala kantor mempunyai tugas membantu Bupati  dalammemimpin
mengkoordinasikan pelaksanaon tugas danfungsi sesuai lingkup tugasnya.

Beagian Kedua
Sub Bagian Tata Us  tha

Pasal 8

dan

(1) Sub Bagian Tata Uscha mempunyai tugas membantudan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor dalammelaksanakan pengelolaan ketatausahaan.




(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dimaksudpada ayat (1), Sub Bagian
. Tata Usaha mernpunyaifungsi: '
a. Pengelolaan dan penyusunan program sertapelaksancan evaluasi dan
pelaporan kinerja kantor:
~h. pengelolaom ctdmlnistrcasi umum, _urusan rumahtcmgga surat . menyurat
'Thearsipcm " dan perjalanandlnas, " pengadaan, peme!iharqan _"dan
inventarisasiperlengkapan, hubungan masyarakat, penylapanmateri hukumdan
ketatalaksanaan;
¢. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengendalian, dan

pertanggungjowaban administrasi kepegawaianKantor;

d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataanorganisasis

e. pengelolaan situs web Kantor; dan

f. pengeiolaan administrasi keuangan, penyusunananggaran, pengendalian, dan
pertanggungjawabanadministrasi keuangan Kantor.,

LR : .-‘Bc;gian.l(e_tiga ) . S St f?;~.fl'-: :
" "Seksi Pengadaan Barang =

Pasal 9

() Seksi Pengadaan Barang mempunyai tugas membantuKepala Kantor dalam
menyiapkan bohan pelaksanaandan pembinaan pengadaan barang.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Seksi
Perigadaan Barang mempunyaifungsi :
Q. penyiapan banan perencanaan pengadaan barang;
b. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerjapengadaan barang;
¢. penyiapan bahan monitoring pelaksanaan pengadaanbarang;
d. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang; dan
e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan barang.

Bagion Kee.npat
Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 10

(D Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi mempunyai tugasmembantu Kepala
Kantor dalam menyiapkan bahanpelaksanaan dan pembinaon pengadaan
pekerjaankonstruksi.



.7 (2} -Untuk - menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada -ayat (1), -Seksi
. ... -Pengadaan Pekerjaan Konstruksimempunyai fungsi :

'A.

a. penylapan bahan perencanaan pengadaan pekerjaankonstruksi

b. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerjapengadaan pekerjaan
konstruksi;

; & penyiapan bahan monitoring pelaksangan pengadaanpekerjaan honstrul:m

d -penyiapan bahan pembinaan pengadaan peherjaankonstrulsi; dan.

e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaanpekerjaan konstruksi.

Bagian Kelima
Sehsi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Pasal 11

(0 Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnyamempunyai tugas membantu

Kepala Kantor dalamKonstruksi dan Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi danjasa
Lainnya dibentuk Kelompok Kerja,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Seksi

Pengadaan Jasa Konsultansi-danlasa Lainnya mempunyai fungsi : -
a. penylapan bahan perencanaan pengaddan Juscshonsultcnsl ddn j jasa Iainnya,

" b..penyiapan | bahan pembaglcm tugas kelompok kerjapengadaan jasa honsultansi

dan jasa lamnya,
c. penviapan bahan monitoring pelaksanaan pengadaanjasa konsultansi dan jasa
lainnya;
d. penyiapan bahan pembinaan pengadaan jasa konsultansidan jasa lainnya; dan
e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan jasa konsultansi dan jasa lainnya.

BAB VI

VAFEL b AP/ 2 SR A
NELWIVIF W NNy

Pasal 12

) Untuk melaksanakan pemilihan barangl/josa pada SeksiPengadaon Barang, Seksi

Pengadaan PekerjaanKonstruksi dan Sehsi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya dibentuk Kelornpok Kerjo;

(2) Pembentukan dan Tugas Kelompok Kerja ditetapkan olehHepala Kantor

berdasarkan peraturan perundang-undangan,

B..B VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(0 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumichtenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagiatas berbagai kelompok sesuai bidang keahlian;



: “ '(2) -Setiap helompoh sebagaimana dlmqhsud padc: ayat (1)d|p|mp|n oleh seorang: yang ’
- - ditunjuk diantara tenugcrfungslonal yang ada di- Iinghungun Kantor; o
.(3) Nama dan jumloh jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) '
-ditentukan berdasarkan sifat,jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur
<lebihlanjut dengan Peraturan Bupati: ol pa :

. BAB Vil
. TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum
Pascl 14

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsurorganisasi Kantor merupakran
kesatuan yang tidak dapat dipischkan;

) _ '(2) Pelaksanaan Fungsi Kantor diselenggarakan olehSub Bagian Tata Usaﬁu, Sehsl dan

.o T - Kelompohlubatan Fungsloncd ‘menurut bldang tugqs mosing-masing,

e ) - (a) “Satiop unmar ‘organisasi di “lingkungan Kamtor wajibmererapkan prinsip hoordmasi o
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;

(4) Setiap unsur organisasi wajib memberikan bimbingan,pengawasan don petunjuk
pelaksanaan tugas kepadabawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Drenl 12

Setiap unsur organisasi pada Kantor wajib mematuhiketentuan dan bertangogung
jowab kepada atasan langsungserta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usahu dan Kepala Seksimenyampaikan laporan sesuai
dengan bidang tugasnyakepada Kepala Kantor pada waktunya.

Pasal 17

(1) Setiap laporan vang diterima oleh unsur organisasibawaharmya, diolch dan
dipergunakan sebagai bahanpenyusunan lebih lanjut untulk memberikan petunjuk
kepada bawahan;

(2) Ddlam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusanlaporan disampaikan
kepada Organisasi  PerangkatDaerah  lainnya  yang  secara  fungsional
mempunyaihubungan kerja.

10



Bagian Ketiga
" Hal Mewdkili
Pasal 18 . | ]
;Dalqm hal Hepala Kantor- berhalangan maka Kepala Kantordaput menunjuk. Kepcxla-
gSub Bagian Tata Usaha atau KepalaSeksi untuk mewckilinga, dengan memperhatikarn:
kesesuaianbidang tugasnya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabatan

Pasal 19
Uraian tugas jebatan pada Kantor diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BABIX
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

< - Kantor mémpuﬁym hubungan koordinasi struktural denganSekretariat Dagrah dan

'Aht_:bungan hoordinasi fungsionaldengun 0rgonimsi Deronghut Daerah Iamnyo

BABX
KEPEGAWAIAN

Pasai21

(1) Kepala Kantor adalah pejobat eselon lll.a, Kepala SubBagion dan Kepala Seksi
" adalah pejabat eselon Va.
(2) Pejabat Eselon lll diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Pejcbat-—pejabat lainnya di Imghungcm Kantor diangkat dundlberl'\entihan oleh
p:juuuu Yyl Ul:lwcllul 1] DBIUU)UIRQI’IRGLBII Luaarn meLUlUII per ulll..(.ll [}¥ ¥ 1] mungun
(4) Setiap umsur organisasi di lingkungan Kantor wajibmemberikan pembinaan
kepegawaian sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

BABXI
PEMBIAYAAN

Pasal 22
Pembiayaan Kantor dibebankan pada Angaaran Pendapatandan Belanja Daerah.

BAB Xl
«ETENTUANPERALIHAN

Pasal23

Seluruh kebijackan pernerintchan daerah yang telah ditetapkanberdasarkan
peraturan-peraturan sebelum ditetapkannyoPeraturan Daerah ini, masih tetop
berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB Xl
1



KETENTUANPENUTUP
Pasai24

Peraturan Daeroh Ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang
dupcct mengetahuinya, memerintahkon pengundangan Peraturan Daerah ini dengon
penempatannya dalam Lemburan Daerah. .

ENIE R

Disahhal-1 ai Weda
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

' r

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2014 NOMCR 14
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PENJELASAN
ATAS -
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2014 . S

ST T feNtANG Y

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PENJELASAN UMUM

Perubahan regulasi dari Undang — Undang 22 Tahun 1999 menjadi
Undang — Undang 32 Tahun 2004 membawa konsekwensi pada perubahan
sejumlah perdl:uran dlbawuhnya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomeor 8 .

Tahun 2003: tentcmg Dedomon Organisasr Perqnghot Daerah ycmg hemudl

- 'dlubah dengcm Peraturan Pemerintah Nomor a1 Tahun 2007 tentang Organis S

Perangkat Daerah.

Undang - Undong 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Perangkat Daerch
Kabupaten terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariot DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar utama penyusunan Perangkoat Doerch dalam bentuk suatu
Organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi  kewenagan
Laerah, yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Rilihan. Urusan Pitihan
diselenggarakan oleh Daerah karena memiliki potensi unggulan dan kekhasan
Daerah yang dapat dikembangkan dalom rangka pengembangan otonomi
Daerah. Dengan demikian pembentukan Organisasi Dinas — dinas Daerch
Kabupaten Halmahera Tengoh telah merujuk pada kewengan Daerah untuk
melaksancakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bensifat Wajib dan Pilihan.

Besaran Organisasi Dinas — dinas Daerah telah berpedoman pada Pasal 20
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang kemudion berdasarkan
kriteria jumlah penduduk, luas wilayah don jumlah APBD menempatkan
Kabupaten Halmahera Tengah berada pada posisi besaran Organisasi Perangkat
Daerah dengan nilai 40 ( Empat Puluh )} sampai dengon 70 { Tujuh Puluh ).

Perubahan nomenklatur Bagion Tata Usaha pada Dinas  menjadi
Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam
rangka koordinasi penyusunan don penyelenggaraan tugas — tugas bidang secara
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terpadu dan tugas pelayanan administratif. Selain itu pertanggungjawaban
Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagal pertanggujawaban
administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, walaupun
Kepala Dinos bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup Jelas
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LAMPIRAN PERATURAN  DAERAH . . )
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH o

¢ .
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KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
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TATA USAHA
KELOMPOK
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FUNGSIONAL
| ' l
SEKSI SEKSI SEKSI
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BUPATI HALMAHERA TENGAH,
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